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. a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, periu ditetapkan Peraturan Bupati Buru
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011:

Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kahupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3881) jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2000
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961 );
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Normor 3569 %
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Negara Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran egara Nomor 3688)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286 %
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355 );

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelo!-a'an dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400 ):

: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )

sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambhaan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844); | | '

Undang~Undahg. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

: : no .
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44238 >

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);

Undang-Undang Republik Tndonesia. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-

011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

]

Undangan (Lembar_an Negara Republik Indonesia Tahun
Republik Indonesia Nomor 5234):

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan: Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); -

‘Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4593 ):
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32.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737 ):

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007

~tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri  atas .

1. Pendapatan

“a. Semuia Rp. 398.643.332.979,62
b. Bertambah / (Berkurang) Rp. _ 68.797.810.331.94
Jumian Pendapatan seteiah Perubahan R 4G7.441.143.311,56
2. Belanja
a. Semula Rp. 412.321.361.056,50
b. Bertambah / (Berkurang) | Rp. 78.189.344.149.27
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 490.510.705.205.77
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | (Rp.  23.069.561.894,21)
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan
1) Semula Rp.  30.095.962.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 1.736.676.817.33
Jumiah Penerimaan setelah Perubahan Rp. - 31.832.638.817,33




b. Pengeluaran

1) Semula : | Rp. 8.763.076.923,12 h -
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. . 00,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan : Rp. 8.763.076.923,12
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp. 23.069.561.894.21
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00
Fasai 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran | Peraturan Bupati
ini.
Fasal 3 i
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diringi lebih fanjut dalam lampiran Il Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
’ Pasal §
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang difetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 14 Desember 2011

Diundangkan d
Pada tanggal 1
1







PERATURAN
Nomor

tampiran I

BUPATI BURU

1 42 Tahun 2011

Tangoal : 14 Desember 2011

PEMERINTAH KABUPATEN BURU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2011

URAZAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN {Rp) %
2 3 4 5=4-3 6
PENDAPATAN 398.643.332.579,62 467.441.143.311,56 68.797.810.331,94 17,26
PENDAPATAN ASLIDAERAH | 8.469.302.700,00 | q.f33‘350.5_00,00_ (35.952.200,00; o (0,42)
Pendapatan Pajak Daerah 1.668.300.060,00 1.668.300,000,00 0,00 0,00
Hasil Retribusi Daerah 4,068.950.500,00 4,083.950.500,00 15.000.000,00 0,37
Hasil Pengelolaan Kekayazn Daerah yang Dipisahkan 380.952.200,00 330.000.000,00 (50.952.200,00) (13,37}
Lain-lzln Pendapatan Aslf Daerah yang Sah | 2.§§1_.%Q0;q09,_09 _________ g.§51.100.000,09 _______________ 9,90 iiiiii v} 10_0_
DANAPERIMBANGAN | 3 7674.72?2.9(%5_.{7_916_2 _____ 368.906.120.691,56 | 4.634.055.211,94 | 1,27
Bagi Hasli Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 34,173.741.479,62 39.038.199.691,56 4.864.458.211,94 | 14,23
Dana Alokasi Umum 274.961.724.000,00 274.741.321.006,00 {220.403.000,00) (0,08)
Dana Alokast Khusus L 55.136.600.000,00 | 55.126.600.000,60 o _(1_0_.{)_09109(_},99) _________ (_010_22
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7 25.901.964.800,00 | s0.l01672.12000 [ 64.199.707.32000 | = 2{718_6_
Dana Bagl Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Dasreh Lainnya 4.151.870.0600,00 5.451.000.000,00 1.295.130.000,00 31,29
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 21.750.094,800,00 84.650.672.120,00 62.900.577.320,00 289,20
BELANJA 412.321.361.056,50 490,510.705.205,77 78.189.344.149,27 18,96
BELANJA TIDAK LANGSUNG L 197.177.648.753,73 o 211.442.122.750,73 o }1.%(_5:4_.4_7_3._9??,99 ___________ 723
Belanja Pegawal 165.324.695.560,00 177.133.168.557,00 11.808.473,997,00 7.14
Belanja Bunga 650.212,193,73 650,212,193,73 0,00 0,00
Belanja Hibah 14,232.991.000,00 16.727.991,000,00 2.495,000.000,00 17,53
Belanja Bantuan Soslal 7.635.000.000,00 7.596.000,000,00 (39.000.000,00) (0,51)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 8.584.750.000,00 8.584,750.000,00 0,00 0,00
Desa
Belanja Tidak Terduga - 750.000.000,00 | 75000000000 | 0,90 ____________ 0,00
BELANJA LANGSUNG | 215.143.712.302,77 279.068.582.45504 | 63:.?2_4_.5{79}2@2 ___________ 29,71
BELANJA PEGAWAL 33.115.875.020,00 31.372.965.020,00 (1.742.910.000,00) {5,26)
BELANIA BARANG DAN JASA 104.037.626.040,68 111.986.067.786,52" 7.948.441.745,84 7,64
BELANJA MODAL 77.990.211.242,09 135.709.549.648,52 57.719.338.406,43 74,01
SURPLUS / (DEFISIT) (13.678.028.076,88) (23.069.561.894,21} (9.391.533.817,33) 68,66
N PERUBAHAN APED Halaman 1




"URAIAN

JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH / (BERKURANG)

OMOR
JRUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAR PERUBAHAN - {Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 30.095.962.000,00 ) 31.832'638:8_1?,_:@ _________ 1.736.676.817,33 57
.1 Sisa Lebth Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya {SILPA) 30.095.962.000,00 31.832.638.817,33 1.736.676.817,33 577
4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 ooty 0,00 0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 8.763.076.923,12 8.763.076.92312 | 0,00 0,00
.2 Penyertaan Modal (Investast) Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
.3 Pembayaran Pokok Utang 8.763.076.923,12 8.763.076.923,12 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 21.332.885.076,88 23.069.561.894,21 1.736.676.817,33 8,14
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 7.654.857.000,00 0,00 (7.654,857.000,00) (100,00
7 Narmigh; 4 Desember 2011
AN PENJABARAN PERUBAHAN APED Halaman.2
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